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Abstrak: Partisipasi politik  masyarakat dalam pemilihan umum tercermin 

dari sikap dan perilaku masyarakat datang ketempat pemungutan suara 

memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Keterlibatan masyarakat 

dalam pemilihan umum  menentukan  kearah mana bangsa ini dibawa 

dengan jalan ikut terlibat mensukseskan mekanisme kepemimpinan yang 

diselenggarakan dengan biaya tidak sedikit.Tingginya partisipasi  politik 

masyarakat menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap sistem 

politik. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka tingkat kepercayaan 

yang diberikan pada pemerintah  juga semakin tinggi, sehingga memperkuat 

keberadaan  sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Dengan 

demikian  sikap dan perilaku golongan putih dalam pemilihan umum perlu 

diminimalisir supaya kredibilitas pemerintahan dan kualitas demokrasi tetap 

terjaga. Golongan putih bukanlah  pilihan terbaik, justru sebaliknya sebagai 

wujud terkisisnya rasa nasionalisme warga negara. Salah satu upaya 

meminimalisir golongan putih adalah mengoptimalkan fungsi partai politik  

sebagai sarana pendidikan politik warga negara  untuk membangun 

kehidupan demokrasi yang berkualitas. Hal ini bisa dilakukan melalui 

lembaga pendidikan formal dan non formal yang dilakukan secara 

terprogram dan berkesinambungan oleh partai politik. 

   

Kata Kunci: penguatan, partisipasi politik, pemilihan umum  

 

Abstract: Public political participation in general elections is reflected in the 

attitudes and behavior of people coming to the polling places to cast their 

votes in general elections. Community involvement in the general election 

determines which direction this nation is taken by being involved in the 

success of the leadership mechanism which is organized at no small cost. 

The high level of community political participation shows the amount of 

public support for the political system. The higher the community 

participation, the level of trust given to the government is better, thus 

strengthening the existence of the ongoing government system. That is why 

the attitudes and behavior of the abstain group in general elections need to be 

minimized so that the credibility of the government and the quality of 

democracy is maintained. Abstain group is not the best choice, on the 

contrary as a manifestation of the creation of a sense of citizen nationalism. 

One of the efforts to minimize abstain group is to optimize the function of 

political parties as a means of political education for citizens to build a 

quality democratic life. This can be done through formal and non-formal 

educational institutions which are carried out programmatically and 

continuously by political parties. 

   

Key Words: strengthening, political participation, general election 
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PENDAHULUAN  

Dalam masyarakat modern, 

keterlibatan masyarakat dalam 

masalah politik dan pemerintahan 

sudah menjadi kebutuhan dan bagian 

dari kehidupannya. Masyarakat 

semakin  sadar bila dirinya tidak  

hanya sebagai penonton yang 

menggantungkan pada pemerintah 

untuk mengatur dan mengurus 

kebutuhannya. Aspirasi rakyat perlu 

didengar dan diperhatikan, rakyat 

harus terlibat dan dilibatkan dalam 

merumuskan, melaksanakan dan 

mengawasi jalanya pemerintahan.  

Di negara demokrasi kran 

kemerdekaan dan kebebasan 

masyarakat dalam menyalurkan 

aspirasinya perlu 

ditumbuhkembangkan dan jaminan 

kepastian dan perlindungan hukum 

perlu direalisasikan sehingga  

masyarakat tidak takut dan tertekan 

dalam menyalurkan aspirasinya. 

Zuhro,Dkk (2009:89) 

mengemukakan,  esensi demokrasi 

adalah terbukannya peluang 

partisipasi masyarakat dalam proses 

perumusan kebijakan publik (public 

policy). Sistem politik yang 

demokratis menyediakan  ruang 

publik yang memadai bagi 

masyarakat untuk mengartikulasikan 

aspirasi dan kepentingannya kepada 

para pembuat kebijakan (decision 

maker). Selain itu, dalam sistem 

yang demokratis, kesadaran politik 

masyarakat cukup tinggi untuk 

berpartisipasi secara otonom dalam 

prospek politik sehingga terbangun 

konfigurasi demokrasi yang cukup 

eksotik. Harun dan Sumarno 

(2006:134) mengemukakan, hakikat 

partisipasi politik adalah bagian dari 

hak asasi manusia, sehingga 

memberi kesempatan berpartisipasi 

mengandung makna  bahwa hak-hak 

asasi warga negara sangat dihargai.  

Partisipasi  politik masyarakat 

yang tinggi  mencerminkan  kualitas  

demokrasi  dari suatu pemerintahan 

yang ada. Hal ini mengandung 

makna, pertama semakin tinggi 

kesadaran masyarakat terlibat dalam 

masalah politik terutama dalam 

menyalurkan aspirasinya melalui 

pemilihan umum menandakan 

tingginya kepercayaan dan legimasi 

pemerintahan yang diberikan kepada 

rakyat. Keberadaan pemerintahan 

semakin kuat karena mendapat 

dukungan secara langsung dari 

rakyat. Hal ini sesuai dengan makna 

demokrasi yaitu pemerintahan dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Kedua, semakin tinggi tingkat 

partisipasi masyarakat dalam urusan 

pemerintahan dan politik 

menunjukkan rakyat semakin sadar 

dan ikut bertanggung jawab untuk 

menumbuhkembangkan kehidupan 

demokrasi. Pendapat senada 

dikemukakan Subiakto dan Ida 

(2012: 64) Partisipasi politik yang 

ada di suatu negara  akan 

menentukan kualitas demokrasi 

negara atau pemerintahan yang ada. 

Demokrasi tidak akan berfungsi 

tanpa aktivitas atau tindakan  

minimum yang dilakukan warga 

negara dalam berpartisipasi politik.   

Di negara demokrasi pemilihan 

umum merupakan syarat mutlak 

yang harus dipenuhi. Pemilihan 
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umum merupakan sarana bagi 

masyarakat untuk menyalurkan 

aspirasinya, menentukan pilihannya. 

Masyarakat diminta memiliki 

kesadaran terlibat secara aktif 

menegakkan dan menjaga sistem 

politik yang demokratis dengan cara 

menyalurkan aspirasinya, yakni 

datang ke tempat pemungutan suara 

untuk memilih secara langsung 

wakil-wakil rakyat yang dipandang 

bisa menyalurkan aspirasinya.  

Myron (dalam Suko Susilo, Basrowi, 

Sukidi ,2003:83) menerangkan 

terdapat sejumlah faktor yang dapat 

menjadi penyebab masyarakat 

berkenan berpartisipasi dalam politik 

seperti  (1) akibat adanya 

modernisasi dalam segala bidang 

kehidupan yang menyebabkan  

masyarakat  makin banyak menuntut  

untuk ikut dalam kekuasaan politik 

(2) adanya perubahan-perubahan 

struktur kelas (3) adanya pengaruh 

intelektual dan komunikasi massa 

modern (4) adanya konflik antar 

kelompok kepentingan politik (5) 

adanya keterlibatan  pemerintah yang 

meluas dalam urusan sosial, 

ekonomi, kebudayaan.     

Namun dalam realitasnya 

tidaklah demikian, sekarang ini 

justru banyak mengundang 

pertanyaan tentang keterlibatan 

masyarakat dalam mensukseskan 

pesta demokrasi yang dinamakan 

pemilu. Fenomena golongan putih 

terus menjadi perbincangan bahkan 

justru dipandang sebagai ancaman 

keberhasilan penyelenggaraan 

pemilu. Hal ini cukup wajar 

mengingat pemilu merupakan sarana 

untuk mendapatkan legitimasi 

kekuasaan dari rakyat. Dengan 

mendapatkan legitimasi yang besar 

dari rakyat, merupakan indikator bila  

sistem poltik telah  mendapat 

dukungan dari rakyat. Dilihat dari 

faktor biaya, pemilu merupakan 

salah satu bentuk kegiatan yang tidak 

sedikit menghabiskan anggaran 

negara. Dengan demikian bila pemilu 

tidak dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan maka 

kerugian finasial cukup besar harus 

ditanggung  negara  dan akan 

menggaggu keberadaan sistem 

politik demokrasi yang selama ini 

telah dibangun.   

Maka  cukup beralasan, setiap 

menjelang  pelaksanaaan pemilu  

penyelenggara pemilu  memiliki 

agenda menekan seminimal mungkin 

munculnya golongan putih di 

masyarakat.  Kegiatan sosialisasi 

menjelang pelaksanaan pemilu 

merupakan agenda rutin yang 

dilaksanakan penyelenggara pemilu 

sebagai langkah meminimalisir 

terjadinya golongan putih di 

masyarakat. Kegiatan sosialisasi 

merupakan proses memberikan 

pengetahuan  dan membuka 

wawasan pada masyarakat 

khususnya calon pemilih supaya 

memiliki kesadaran mensukseskan 

pemilu dengan memberikan respon 

positif yakni datang ke  tempat 

pemungutan suara untuk 

menyalurkan aspirasinya dengan 

memilih calon yang dianggap 

mampu menyalurkan aspirasinya 

dalam lima tahun mendatang.   
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Kesadaran yang cukup tinggi 

dalam menyalurkan aspirasi pada 

saat pelaksanaan pemilihan umum  

perlu dibangun dan hal tersebut 

bukan pekerjaan yang mudah karena 

dibutuhkan waktu yang cukup lama. 

Kegiatan tersebut juga perlu 

didukung dengan perilaku 

pemerintah dan elit politik yang 

duduk di legeslatif harus bisa 

dijadikan suri tauladan masyarakat. 

Hal ini perlu dimengerti karena fakta 

dilapangan menunjukkan salah satu 

pemicu semakin rendahnya tingkat 

kesadaran masyarakat dalam 

pemilihan umum karena perilaku 

pemerintah dan elit politik setelah 

terpilih dan dilantik tidak dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik 

dan berambisi memuaskan 

kepentingan pribadi, keluarga dan 

kelompokknya sendiri. Keadaan ini 

semakin menjadikan masyarakat 

mengerti bila dirinya sebagai objek 

elit politik , hanya dibutuhkan kalau 

diperlukan dan setelah itu dilupakan 

atau dalam pribahasa dikenal dengan 

istilah habis manis sepah dibuang.  

Fungsi Partai Politik  sebagai 

Sarana Pendidikan Politik  

Keberadaan partai politik di 

negara demokrasi memiliki posisi 

yang cukup strategis. Partai politik 

selain sebagai wadah bagi 

anggotanya yang memiliki tujuan 

dan orientasi yang sama untuk 

mendapatkan dan mempertahakan 

kekuasaan, juga sebagai sarana bagi 

warga masyarakat menyalurkan 

aspirasinya melalui wakil-wakil 

rakyat yang terpilih dan duduk 

didalam lembaga pemerintahan. 

Untuk itu  partai politik melalui 

kader-kadernya yang telah dipilih 

dan dipercaya masyarakat duduk 

didalam lembaga legislatif dan 

pemerintahan  harus mampu 

mengemban amanah yang diberikan 

pemilihnya. 

Kader-kader partai politik yang 

dipilih rakyat melalui pemilihan 

umum bertanggungjawab  

merealisasikan janji  yang diucapkan 

selama berlangsung kampanye 

menjelang pelaksanaan pemilihan 

umum. Hal ini dirasa cukup penting   

untuk tetap menjaga tingkat 

kepercayaan masyarakat  sehingga 

tidak memicu lahirnya  sikap apatis  

yang tercermin dalam bentuk prilaku  

ketidakmauan masyarakat 

menyalurkan aspirasinya dalam 

pemilihan umum.   

 Di negara demokrasi, partai 

politik selain memiliki tujuan  

menempatkan kader-kadernya duduk 

dalam lembaga pemerintahan dan 

melalukan kontrol terhadap jalanya 

pemerintahan, juga memiliki  fungsi 

sebagai sarana pendidikan politik 

bagi warga negara. Pendidikan 

politik merupakan media yang 

digunakan partai politik 

menanamkan nilai-nilai politik  bagi  

warga masyarakat dengan tujuan   

mendewasakan warga masyarakat 

supaya memiliki kesadaran dan 

tanggung jawab yang tinggi  

dibidang politik. Tingginya 

kesadaran masyarakat dibidang 

politik sangat diperlukan di negara 

demokrasi terutama dinegara yang 

sedang berkembang dimana  tingkat 

pendidikan masyarakatnya masih 
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rendah dan kondisi ekonominya 

masih dalam kelompok menengah 

kebawah. Untuk itu supaya 

perkembangan demokrasi dapat 

berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan, sangat diperlukan 

dukungan dan partisipasi warga 

masyarakat dalam kegiatan politik 

termasuk didalamnya menjauhi sikap 

golongan putih dalam  setiap 

pelaksanaan pemilihan umum. 

Pelaksanaan kegiatan 

pendidikan politik yang dilakukan 

partai politik tidak terbatas 

dilaksanakan menjelang pelaksanaan 

pemilihan umum yang dilakukan 

melalui kampanye. Kegiatan 

pemberdayaan ini dapat dilakukan 

secara terprogram dan sudah 

diagendakan oleh masing-masing 

partai politik. Partai politik melalui 

kadernya memberikan penguatan 

dengan memberikan wawasan dan 

menanamkan nilai-nilai politik pada 

warga masyarakat. Kegiatan ini bisa 

dikemas dalam bentuk acara formal 

dan non- normal.  

Dalam pelaksanaan pendidikan 

politik yang diutamakan tidak 

sekedar memberikan materi yang 

bersifat teoritis semata yakni sekedar 

mengenalkan nilai-nilai politik 

kepada warga masyarakat, namun 

yang terpenting adalah bagaimana 

kader-kader partai yang menjadi nara 

sumber itu dapat menunjukkan dan 

merealisaikan nilai-nilai poltik 

tersebut dalam kehidupan riil, yang 

dapat dirasakan secara langsung oleh 

masyarakat. Dengan begitu 

masyarakat tidak cepat jenuh hanya 

sekedar mendengarkan ceramah-

seramah dan mendengarkan ajaran-

ajaran politik saja, melainkan mereka 

secara emosional perlu terlibat dan 

dilibatkan secara langsung dalam 

aksi nyata yang positif yang 

manfaatnya secara langsung dapat 

dirasakan masyarakat.  

Pentingnya Penguatan Partisipasi 

Politik Masyarakat Dalam 

Pemilihan Umum  

Keberadaan  pemilihan umum 

dalam negara demokrasi merupakan 

suatu keharusan, mengingat 

pemilihan umum merupakan 

implementasi dari kedaulatan rakyat. 

Artinya, rakyat pemegang  

kedaulatan tertinggi sehingga rakyat 

memiliki kekuasaan untuk memilih 

dan menentukan wakil-wakilnya 

melalui pemilihan umum. Melalui 

perhelatan akbar pesta demokrasi 

yang dinamakan pemilihan umum 

warga masyarakat bebas 

menyalurkan aspirasi yang 

dimilikinya. Melalui pemilihan 

umum warga masyarakat  dapat 

menentukan wakil-wakilnya  yang 

dipandang mampu membawa dan 

mengemban aspirasinya. Dengan 

keterlibatan warga masyarakat secara 

aktif dalam pemilihan umum 

menunjukkan begitu tingginya 

partisipasi warga masyarakat dalam 

memberi dukungan terhadap 

keberadaan sistem politik yang 

selama ini berjalan.  Dengan 

demikian, dinegara demokrasi hal 

yang perlu mendapat perhatian 

adalah bagaimana tetap 

meningkatkan kesadaran partisipasi 

warga masyarat dibidang politik 
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terutama dalam menyalurkan 

aspirasinya  lewat pemilihan umum.  

Budiardjo (2008:367) memberi 

makna partisipasi politik sebagai 

kegiatan seseorang atau kelompok 

orang untuk ikut serta secara aktif 

dalam kehidupan politik, antara lain 

dengan jalan memilih pimpinan 

negara dan, secara langsung atau 

tidak langsung, mempengaruhi 

kebijakan publik (public policy). 

Lebih lanjut dijelaskan, kegiatan ini 

mencakup  tindakan seperti 

memberikan suara dalam pemilihan 

umum. Dari pengertian tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa 

bentuk partisipasi politik masyarakat 

cukup beragam salah satunya adalah 

timbulnya kesadaran warga negara 

baik secara individu atau kelompok 

memberikan aspirasi suaranya dalam 

pemilihan umum.  

Karakteristis partisipasi politik 

masyarakat adalah tumbuhnya 

kesadaran dari dalam diri masyarakat 

sendiri. Dalam hal ini tidak ada unsur 

tekanan atau paksaan, bahkan ajakan 

dari pihak luar yang mendorong 

warga masyarakat untuk berbuat. 

Semua aktivitas politik yang 

dilakukakan warga masyarakat betul-

betul  berasal dari dalam diri 

masyarakat sendiri. Dengan 

demikian, partisipasi politik 

masyarakat merupakan salah satu 

bentuk kesadaran warga masyarakat 

dan pencerminan jaminan atas  hak 

asasi manusia dibidang politik.     

 Jaminan dan perlindungan hak 

asasi manusia dibidang politik 

khususnya dalam menyalurkan 

aspirasinya dengan memberikan 

suara pada pemilihan umum 

merupakan indikator bahwa 

pelaksanaan demokrasi benar-benar 

menjujung tinggi prinsip-prinsip 

negara hukum. Setiap warga negara 

yang usianya secara hukum 

dipandang memenuhi syarat diberi 

kesempatan untuk didaftar sebagai 

pemilih tetap dalam pemilihan 

umum. Disamping itu warga  

masyarakat  juga mendapatkan 

jaminan kepastian hukum untuk 

bebas dalam menentukan aspirasinya 

tanpa ada paksaan dan intimidasi dari 

pihak manapun dalam menentukan 

pilihannya saat berlangsung  

pemilihan umum.  

Pemilihan umum harus benar-

benar dijaga kredibilitasnya, mulai 

dari proses persiapan sampai 

pelaksanaannya. Pemilihan umum 

jangan dianggap sebagai acara 

seremonial belaka. Pemilihan umum 

merupakan aktivitas politik yang 

terprogram yang diselenggarakan 

pemerintah untuk menentukan nasib 

bangsa periode kepemimpinan 

berikutnya. Melalui pemilihan 

umum, masyarakat berpartisipasi 

secara politik memilih calon-calon 

pemimpin yang diberi amanah untuk 

melanjutkan kepemimpinan 

berikutnya. Oleh karena itu, supaya 

partisipasi politik masyarakat tetap 

tinggi, perlu diimbangi dengan sikap 

dan prilaku dari pimpinan yang telah 

dipercaya dan diberi amanah melalui 

pemilihan umum untuk 

merealisasikan program-programnya 

yang telah disampaikan sewaktu 

kampanye menjelang pemilihan 

umum. Dalam hal ini jangan sampai 
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kepercayaan  dari masyarakat yang 

sudah terbangun dinodai dengan 

sikap dan prilaku pimpinan yang 

kurang terpuji sehingga 

menimbulkan sikap apatis warga 

masyarakat dikemudian hari. Apabila 

kondisi demikian terjadi  maka 

pertanda bahwa  warga masyarakat 

kurang menaruh perhatian terhadap 

masalah kenegaraan. Dalam hal ini 

Budiardjo (2008:369) 

mengemukakan, tingkat partisipasi 

yang rendah pada umumnya 

dianggap sebagai tanda yang kurang 

baik, karena dapat ditafsirkan bahwa 

banyak warga yang tidak menaruh 

perhatian terhadap masalah 

kenegaraan. Lebih lanjut 

dikemukakan, pada umumnya 

partisipasi yang rendah dianggap 

menunjukkan legitimasi yang rendah 

pula.   

GOLPUT : Sebagai fenomena 

politik yang Mengancam Kualitas 

Demokrasi 

  Salah satu fenomena yang 

keberadaannya terus ada dan selalu 

mendapat perhatian bahkan 

diminimalisir adanya setiap 

menjelang pemilihan umum adalah 

tumbuhnya prilaku golongan putih 

atau lazim dikenal dengan istilah 

golput. Prilaku golput sebenarnya 

tidak hanya ditujukan oleh 

masyarakat yang berpendidikan 

rendah melainkan juga dilakukan 

golongan terpelajar, tidak hanya 

dikalangan masyarakat pedesaan 

melainkan juga dikota-kota besar. 

Angka golput dalam setiap 

pelaksanaan pemilihan legeslatif  

cenderung mengalami peningkatan. 

Dalam pileg 1999 angka golput 

mencapai 6,4%, pileg 2004 

meningkat menjadi  15,9% dan pileg 

2009 mencapai angka  29,1%.  

Golput pada dasarnya 

merupakan pertemuan solidaritas 

yang memiliki tujuan dan orietasi 

yang sama yaitu tidak menggunakan 

hak pilihnya pada saat pemilihan 

umum. Dalam hal ini Eep Saefulloh 

Fatah, mengklasifikasikan golput  

atas  empat golongan. Pertama, 

golput teknis, yaitu mereka yang 

karena sebab-sebab teknis tertentu 

(seperti keluarga meninggal, 

ketiduran dan lain-lain) berhalangan 

hadir ketempat  pemungutan  suara, 

atau mereka yang keliru mencoblos 

sehingga suaranya  dinyatakan tidak 

sah. Kedua, golput teknis-politis, 

seperti  mereka yang tidak terdaftar 

sebagai pemilih  karena kesalahan  

atau pihak lain (lembaga statistik, 

penyelenggara pemilu). Ketiga, 

golput politis yakni mereka yang 

merasa  tak punya pilihan  dari 

kandidat yang tersedia atau tak 

percaya  bahwa pileg/pilkada akan 

membawa perubahan dan perbaikan. 

Keempat, golput idiologis yakni 

mereka yang tak percaya pada 

mekanisme demokrasi (liberal) dan 

tak mau terlibat didalamnya entah 

karena alasan fundamental agama 

atau alasan politik-idiologi lain 

(dalam Hery M.N. Fathah). 

Sedangkan menurut Novel Ali 

(1999:22) di Indonesia terdapat  dua 

kelompok golongan putih. Pertama, 

adalah kelompok golput awam. Yaitu 

mereka yang tidak mempergunakan 

hak pilihnya bukan karena alsan 
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politik, tetapi karena alasan ekonomi, 

kesibukan dan sebagainnya. 

Kemampuan politik kelompok  tidak 

sampai ke tingkat analsis, melainkan 

hanya sampai  tingkat deskriptif saja. 

Kedua, adalah golput pilihan. Yaitu 

mereka yang  bersedia menggunakan 

hak pilihnya  dalam pemilu benar-

benar karena alasan politik.Misalnya 

tidak puas dengan kualitas  partai 

politik yang ada. Atau karena mereka 

menghendaki pemilu atas dasar 

sistem distrik, dan berbagai alasan 

lainnya. Kemampuan analisis politik 

meraka lebih tinggi dibandingkan 

golput awam. Golput pilihan ini 

memiliki kemampuan analisis politik 

yang tidak Cuma berada pada tingkat 

deskripsi saja, tetapi juga pada 

tingkat evaluasi. 

Perilaku golput sebenarnya 

kurang bagus di negara demokrasi, 

meskipun sikap tersebut adalah hak 

setiap warga negara. Dikatakan tidak 

bagus  karena kalau kondisi tersebut  

terus dibiarkan  dan jumlahnya 

semakin meningkat  akan menjadi 

ancaman tersendiri bagi kredibiltas 

pemerintahan. Kuat tidaknya suatu 

pemerintahan tergantung pada tinggi 

rendahnya dukungan dari 

masyarakat. Suatu pemerintahan 

yang tidak mendapat dukungan dari 

masyarakat, cepat atau lambat akan 

hancur dan tentunya akan berdampak 

pada rentannya  tingkat stabilitas 

nasional suatu negara.   Disamping 

itu, prilaku golput juga dapat  

menghambat perkembangan 

demokrasi di suatu negara.Tumbuh 

dan berkembangnya demokrasi di 

negara berkembang seperti Indonesia 

diperlukan masyarakat yang sadar 

politik, yang memiliki kesadaran 

dalam membangun kehidupan 

berdemokrasi. Membangun 

kehidupan berdemokrasi tercermin 

dari respon positif partisipasi politik 

masyarakat dan kualitas dari sikap 

dan prilaku politik masyarakat dalam 

setiap menyikapi persoalan politik 

termasuk penyaluran aspirasinya 

melalui pemilihan umum.    

Prilaku golput dapat 

mengancam keberadaan demokrasi. 

Di negara demokrasi setiap warga 

negara diberi kebebasan 

menyalurkan aspirasinya melalui 

lembaga yang ada. Dukungan rakyat 

sangat berarti karena akan 

menentukan berjalan tidaknya 

mekanisme pemerintahan. 

Sebaliknya, melemahnya dukungan 

masyarakat terhadap  pemerintahan 

akan berakibat fatal bagi 

keberlangsungan pemerintahan  

demokrasi yang memiliki 

karakteristik pemerintahan dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Negara demokrasi pemerintahannya 

sangat membutuhkan dukungan dari 

masyarakat. Jangan sampai 

dukungan malah menurun sehingga 

melahirkan pemerintahan yang 

rapuh.  

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik 

Masyarakat  

Partisipasi  politik warga 

negara dalam negara demokrasi 

dilakukan  dalam berbagai bentuk 

aktivitas politik. Berkenaan 

beragamnya bentuk dan tingkatan 

partisipasi politik, Gabriel A.Almond 

(dalam Mas’oed dan 
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MacAndrews,1993:47,  dikutib Sahid 

Gatara:2009:317) telah membedakan 

partisipasi politik menjadi dua 

bentuk aksi yaitu partisipasi politik 

konvensional dan partisipasi politik 

nonkonvensional. Adapun partisipasi 

politik konvensional  adalah bentuk 

partisipasi politik yang normal dalam 

demokrasi modern. Sementara 

bentuk nonkonvensional adalah 

kegiatan illegal dan bahkan penuh 

kekerasan (violence) dan 

revolosioner. Adapun bentuk-

bentuknya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini:

 

Konvensional Non-Konvensional 

 Pemberian suara 

 Diskusi politik 

 Kegiatan kampanye 

 Membentuk dan bergabung dengan 

kelompok kepentingan 

 Komunikasi individual dengan 

pejabat politik dan administrasi 

 Pengajuan petisi 

 Berdemonstrasi/unjuk rasa 

 Konfrontasi 

 Mogok 

 Tindak kekerasan politik terhadap 

harta benda (perusakan, 

pemboman, pembakaran) 

 Tindak kekerasan politik terhadap 

manusia (penculikan, pembunuhan) 

 Perang gerilya. 

 

Sementara itu, Susilo, Basrowi, 

Sukidi (2003:78-79) juga 

mengklasifikasikan bentuk 

partisipasi politik masyarakat 

menjadi dua yaitu partisipasi 

konvensional dan nonkonvensional. 

Perbedaan kedua bentuk partisipasi 

tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini.

 

Partisipasi Konvensional Partisipasi nonkonvensional 

Pemberian suara, mengajukan 

pendapat, memilihn wakil rakyat, 

mengajukan dan menolak calon 

pemimpin, mencoblos bumbung 

kosong. 

Mengajukan petisi 

Diskusi politik, rapat umum, debat 

politik, sarasehan politik, orasi politik 

secara ilmiah, kampanye. 

Unjuk rasa (demonstrasi) tanpa dan 

dengan kekerasan, unjuk kekuatan 

massa 

Kegiatan kampanye di media cetak, 

televisi, kampus, lapangan, jalan-jalan. 

Konfrontasi, mogok makan, mogok 

kerja, memboikot. 

Membentuk dan bergabung dalam 

kelompok kepentingan, menduduki 

jabatan politik, mencari jabatan politik. 

Tindak kekerasan politik, membuat 

huru hara, perusakan, pemboman, 

pembakaran bendera, pembakaran 
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Partisipasi Konvensional Partisipasi nonkonvensional 

patung, menguasai bangunan umum, 

menyegel kantor, menawan pejabat 

publik, memaksa pejabat politik atau 

publik membacakan tuntutan, 

mengusung tandu, memberi kado 

ayam betina atau celana cdalam.  

Komunikasi individual dengan para 

pejabat politik dan administrasi, 

menulis surat ke kotak pos yang 

disediakan negara. 

Penculikan, pembunuhan, 

pembangkangan sipil, serangan 

bersenjata, kudeta, revolosi, perang 

gerilya, pengrusakan, pemboman, bom 

bunuh diri.  

  

KESIMPULAN  

Setiap menjelang 

diselenggarakan pesta demokrasi 

yakni pemilihan umum, fenomena 

golongan putih selalu mendapat 

pertahatian. Golongan putih pada 

dasarnya bentuk kekecewaan 

masyarakat atas penyelenggaraan 

pemilu yang diwujudkan dalam 

perilaku politik warga masyarakat 

dengan  tidak memberikan suara saat 

pelaksanaan pemilihan umum. Sikap 

dan prilaku politik golongan putih 

kini sudah mulai menjadi tend, 

dimana jumlahnya menunjukkan 

peningkatan yang cukup besar. Bila 

kondisi demikian dibiarkan kualitas 

demokrasi menjadi rendah.  

Apabila perhatian masyarakat 

dalam pemilihan umum di negara 

demokrasi sangat rendah ini 

merupakan indikator menurunya 

pembangunan politik. Gagalnya 

pembangunan  politik  akan 

berdampak pada stabilitas politik 

suatu negara, mengingat bila sistem 

politik tidak mendapat dukungan dan 

tidak mendapat kepercayaan  dari 

rakyat cepat atau lambat akan jatuh. 

Sehubungan hal tersebut, peran 

partai politik cukup startegis dalam 

mendewasakan politik warga 

masyarakat melalui pendidikan 

poltik.  

 

DAFTAR PUSTAKA  

Ali Novel, 1999,Peradapan 

Komunikasi 

Politik,Bandung, PT. 

Remaja Rosdakarya. 

Budiardjo Meriam, Prof. 2008, 

Dasar-Dasar Ilmu Politik, 

Jakarta, Gramedia  

Eep Saifulloh Fatah dan Hery M.N. 

Fattah, Fenomena Golput  

dan Krisis 

Kepercayaan,http/lampun

gpost.com 

Gatara Sahid A.A. Fh.M.Si,2009, 

Ilmu POlitik Memahami 

dan 

Menerapkan,Bandung,Pu

staka Setia 

Harun Rochajat, Ir.,Med.,PhD. Dan 

Sumarno 

AP.,Drs.,S.H.,2006,Kom

unikasi Politik Sebagai 

Suatu Pengantar, 

Bandung, Mandar Maju.  

Subiakto Henry  dan Ida Rachmah, 

2012,Komunikasi Politik, 



170 CAKRAWALA PENDIDIKAN, VOLUME 24, NOMOR 2, OKTOBER 2020 

 

Media, dan Demokrasi, 

Jakarta, Kencana Prenada 

Media Group 

Susilo Suko, Basrowi, Sukidin, 

2003,Sosiologi 

Politik,Surabaya, 

Yayasan kampusiana 

Surabaya 

Zuhro R. Siti ,Dkk, 2009, Demokrasi 

Lokal , Perubahan dan 

Kesinambungan Nilai-

Nilai Budaya Politik 

Lokal di Jawa Timur, 

Sumatera Barat, 

Sulawesi Selatan dan 

Bali, Jogjakarta, 

Penerbit Ombak  

 

 


